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ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA LAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Oleh :
Prawita Sari
12070522316

Tujuan penelitian mengetahui bagaimana sistem pemerintahan berbasis
elektronik pada layanan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru dan apa saja kendala dalam melakukan
penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada layanan kependudukan
yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota pekanbaru.
Metode yang peneliti gunakan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data
beruapa dokumentasi dan pendalaman wawancara. Hasil penelitian menunjukan
bahwa Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru dalam layanan
kependudukan nya sudah cukup optimal dalam pelayanan online nya yang sudah
terealisasi dengan kapasitas yang terbatas tetapi masih memiliki kendala dalam
sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pembuatan dokumen
kependudukan Kota pekanbaru yaitu dibuktikan dengan belum terlalu
memadainya server dan jaringan yang digunakan dalam pelayanan berbasis E-
government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru, belum
maksimalnya akses yang masih belum di upgrade dan juga masih minimnya
standar Sumber Daya Manusia pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis
elektronik. Namun, dengan adanya pelayanan yang Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kota pekanbaru inginkan yaitu pelayanan online berbasis
Website agar dapat direalisasikan agar pelayanan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dapat lebih mudah digunakan.

Kata kunci : Sistem pemerintahan berbasis elektronik,layanan kependudukan,
pelayanan publik



ABSTRACT

APPLICATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM TO
POPULATION SERVICES AT THE PEKANBARU CITY POPULATION AND
CIVIL REGISTRATION OFFICE

By:

Prawita Sari
12070522316

The purpose of the study is to find out how the electronic-based government
system in population services carried out by the Pekanbaru City Population and
Civil Registration Office and what are the obstacles in implementing the
electronic-based government system in population services carried out by the
Pekanbaru City Population and Civil Registration Office. The method used by the
researcher was qualitative descriptive with data collection in the form of
documentation and interview deepening. The results of the study show that the
Pekanbaru City Occupation and Civil Registration Office in its population
services is quite optimal in its online services which have been realized with
limited capacity but still have obstacles in the electronic-based government system
in the preparation of Pekanbaru City population documents, which is proven to be
inadequate servers and networks used in E-government -based services at the
Pekanbaru City Population and Civil Registration Office, the maximum access
has not been upgraded and there is also a lack of Human Resources standards for
the implementation of an electronic-based government system. However, with the
service that the Pekanbaru City Population and Civil Registration Office wants,
namely website-based online services so that they can be realized so that
electronic-based government system services can be easier to use.

Keywords: Electronic-based government system,population services,Public
Service
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memperoleh gelar Sarjana Strata | program studi Ilmu Administrasi Negara
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh
komponen pemangku kepentingan, baik swasta sebagai fasilitator untuk
pemerintah, birokrasi dan masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan
elemen penting dalam suatu penyelenggaran pemerintahan, karena dalam
memberikan pelayanan pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan serta
mengayomi masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir, penggunaan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang strategis dan terkoordinasi dalam ranah
administrasi negara telah menarik perhatian publik. Hal ini juga dapat
dikatakan bahwa teknologi baru telah memasuki pasar baik untuk masyarakat
maupun pemerintah, dengan kata lain penggunaan FE-government dapat
diartikan sebagai pemerintahan yang modern, efisien, transparant, partisipatif
dan berorientasi

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Penggunaan teknologi komputer
yang dewasa ini semakin luas tentunya membantu para pelaku pelayanan
publik yang mengambil keputusan di dalam operasional pemerintahan baik
kegiatan administrasi, pelayanan, maupun pengelolaan data kepegawaian.
Kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam di masa mendatang
harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan
sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas

rentang kendali.



E-government  merupakan suatu istilah yang masih baru bagi
kebanyakan masyarakat di negara berkembang. Seringkali juga istilah itu
disalahartikan. Pemerintah di Negara lain, baik negara maju maupun negara
sedang berkembang, telah sejak lama menggunakan sistem komputer untuk
membantu dan mendukung pekerjaan administrasi dan pengolahan data yang
semuanya bermuara pada pelayanan publik (public service) (Yuhefizar et al.
2017).

Perbedaan yang mencolok antara konsep E-government yang dikenal
sekarang dengan penerapannya pada masa lalu terletak pada cakupan
penggunaan sistem komputer/informasi dalam melayani baik masyarakat
maupun stake holders lainnya (karyawan/pegawai, departemen/lembaga
pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan sebagainya).(Wicaksono 2023)
Pentingnya E-government ini antara lain:

1. Mendorong pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan
aspirasi masyarakat;

2. Mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi; dan

3. Mendorong tingkat partisipasi publik didalam sistem penyelenggaraan
pemerintahan

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka memberikan
dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu
diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional dan ayat (4)
dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi

yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik, sekurang-



kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan,
maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dengan
dilaksanakannya E-govermment akan mempermudah penyelenggaraan
pelayanan publik. Pelayanan yang disediakan pemerintah dominan berupa
pelayanan langsung yang menyebabkan pemerintah kesulitan untuk mendorong
masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap perkembangan
terknologi pada pelayanan publik.(Pengantar and Penelitian, n.d.)

Kota Pekanbaru memiliki penduduk terbanyak diatas Kabupaten/Kota
yang lain di Provinsi Riau, yang memberikan tantangan untuk Pemerintah Kota
Pekanbaru dalam mengatur jumlah penduduknya dan mentertibkan
administrasi dokumen kependudukan Kota Pekanbaru, Khususnya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memiliki program guna
meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sehingga
masyarakat dapat memiliki data untuk membantu Pemerintah Kota Pekanbaru
dalam mempercepat rencana pembangunan strategis.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan jumlah
penduduk terbanyak diantara kabupaten atau kota yang ada di provinsi Riau.
Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 623,26 km?2. Berdasarkan catatan
statistik, pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru mencapai 4,5% per tahun
dengan penduduk yang heterogen, multi-etnik, dan multi- agama. Pada akhir
tahun 2020, secara resmi Kota Pekanbaru mengalami pemekaran kecamatan

yang semula dari 12 menjadi 15 kecamatan, dengan jumlah kelurahan



sebanyak 83 kelurahan. Ada tiga kecamatan baru yang dibentuk yaitu, Tuah
Madani, Kulim, dan Rumbai Timur.

Tabel 1. 1 Perbandingan Indeks SPBE Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi

Riau

NO Kabupaten/Kota 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 Provinsi Riau 1,96 2,93 2,55 2,60 3,01
2 Kab.Kampar 1,50 1,86 2,22 2,93 2,96
3 Kab.Indragiri Hulu 1,04 1,56 1,77 2,24 2,88
4 | Kab.Rokan Hulu 1,19 1,07 1,78 2,38 2,64
5 | Kab.Siak 1,56 1,75 1,90 2,34 3,01
6 | Kab.Kepulauan 1,22 1,35 1,19 2,12 2,74

Meranti
7 | Kota Pekanbaru 1,20 1,88 2,17 2,83 3,42
8 | Kota Dumai 1,88 2,32 2,56 2,63 3,43
Kab. Bengkalis 1,63 1,50 1,64 2,21 2,70
10 | Kab.Indragiri Hilir 1,50 1,87 1,64 2,13 2.23
11 | Kab.Rokan hilir 1,56 1,73 1,76 2,12 2,50

Sumber : Menpan RB SPBE

Berdasarkan tabel diatas 1.1 diatas dapat dilihat dari 11 kabupaten/kota
yang berada di provinsi riau,kota pekanbaru mengalami kenaikan indeks SPBE.
Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,20, setelah itu pada tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 1,88, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar
2,83, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,42 dimana mengalami

peningkatan secara signifikan.
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Tabel 1. 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

2018 2019 2020 2021 2022

M Series 1

Sumber :Website Disdukcapil Kota Pekanbaru

Dari tabel 1,2Dan 3 sangat jelas dapat kita bandingkan bagaimana
indeks kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Pekanbaru pertahun nya bahwa pada tahun 2018 indek kepuasan
masyarakat kota pekan baru lebih kurang signifikan pelayanan publiknya
dibandingkan dengan tahun terakhir ini yaitu Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Perbandingan Layanan Kependudukan dikota pekanbaru bisa dilihat
dari Tersedianya Pelayanan Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi Yang Berkualitas yang Dimana
nilai indeks kepuasan Masyarakat nyaaa dengan nilai 81 dan Persentase tertib
administrasi kependudukan 75% dengan jumlah kabupaten / kota yang
mendapat pembinaan kebijakan kependudukan 12 kab/kota dengan anggaran

113.409.786 Namun mengapa layanan dalam kependudukan di dinas



kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru sudah maksimal sedangkan
pelayanan dalam website nya masih berbelit

Penerapan sistem e-government di Indonesia diatur dalam Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan FE-government . Perkembangan FE-government merupakan
suatu bentuk wujud kenginan pemerintah dalam upaya mendorong masyarakat
Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Pemerintah dituntut
untuk melaksanakan E-government agar dapat membentuk pemerintahan yang
bersih, transih, trasnparan, akuntabel, dan mampu memberikan perubahan
dalam penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efesien (Nurhakim,
2014).

E-government  merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan
melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan
memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan (Indrajit, 2006). Website merupakan
sistem yang membuat informasi dapat diakses. Website pada sistem
pemerintahan memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan elektronik (e-
service) (Aprilia et al., 2014)

Salah satu terobosan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan konsep E-government ,
yaitu berupa suatu website satu pintu yang dapat digunakan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan pencatatan sipil. Website tersebut dapat diakses pada

laman https://sipenduduk.pekanbaru.go.id Adanya konsep FE-government



berarti seluruh layanan kepada publik terintegrasi oleh suatu sistem sehingga
dapat meningkatkan kualitas layanan publik elektronik (e-service).

Aplikasi sipenduduk Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat berupa transparansi dalam pengajuan berkas
kependudukan, mewujudkan database kependudukan dan mencegah terjadinya
tindakan illegal atau kegiatan yang menggar ketentuan dan peraturan yang
berlaku pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru Permasalahan yang terjadi berupa tidak semua masyarakat paham
terkait dengan mekanisme pelayanan melalui website sipenduduk terutama
terkait dengan persyaratan dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan
masyarakat tetap melakukan pelayanan publik secara datang langsung ke
kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
Permasalahan akibat kurang pahamnya masyarakat terkait dengan mekanisme
dikarenakan masih sedikitnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka peneliti menganalisa
bahwa Aplikasi Sipenduduk telah membawa perubahan signifikan dalam
proses penerbitan dokumen kependudukan, mempercepat waktu pemrosesan
dari 14 hari menjadi 24 jam, dan memberikan dampak positif baik di tingkat
lokal maupun nasional. Dengan mendukung integrasi dokumen seperti KTP
dan NPWP, aplikasi ini memperbaiki efisiensi sistem administrasi dan
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Namun, untuk
memastikan keberhasilan jangka panjang, penting untuk mengelola tantangan

terkait kualitas data, aksesibilitas, dan keamanan dengan baik.namun masih ada



beberapa kendala di Masyarakat yang belum paham dengan menggunakan
teknolpgi

Tercatat pada tahun 2022 hanya dilakukan tiga kali sosialisasi yang
diadakan di tingkat Pemerintah Kota dengan menghadirkan perwakilan
masing-masing kecamatan dan selain itu sosialisasi terkait dengan web
sipenduduk dilakukan secara daring atau melalui sosial media. Permasalahan
selanjutnya yang terjadi dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam website sipenduduk tidak memberikan formulir digital yang dapat diisi
secara langsung namun memberikan formulir dalam bentuk PDF yang secara
teknis tidak dapat dilakukan perubahan langsung. Permasalah tersebut timbul
di masyarakat yang masih kurang informasi dan pengetahuan tentang teknologi
digital dan keterbatasan sarana dan prasarana seperti printer untuk mencetak
dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki printer untuk mencetak
dokumen.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “PENERAPAN SISTEM PELAYANAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA LAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU™.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka
didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada
Layanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru?



2. Apa Kendala dalam melakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pada Layanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a.) Untuk mengetahui Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik  Melalui  Layanan  Kependudukan Di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

b.) Untuk Mengetahui Kendala dalam melakukan penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Melalui Layanan Kependudukan
Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat untuk peneliti
Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di
bangku kuliah dan menambah wawasan mengenai Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
b. Manfaat untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan atau arahan yang

bermanfaat bagi pihak instansi pemerintah dalam memecahkan

masalah

yang dihadapi dalam instasi pemerintah untuk menyelesaikan kinerja

sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

c. Manfaat untuk peneliti lain



Untuk menambah wawasan Pemerintahan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Dan sebagai bahan referensi perbandingan

bagi peneliti lain

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini memperoleh pembahasan yang sistematis, maka

penulis perlu Menyusun Sistematika Penulisan sehingga memudahkan dalam

memahami. Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat,

dan sistematika penulisan.

: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori, penelitian terdahulu,

definisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir.

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian,

Teknik pengumpulan data, validitas data, dan Teknik Analisa data.

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar
yang diperlukan untuk pengetahuan umum serta menjelaskan
tentang sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek
penelitian, tugas pokok penelitian, dan fungsi serta peran dari

objek penelitian.
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BABV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian
yang telah dilakukan

BAB VI : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, hasil penelitian sebelumnya

dan saran yang relevan untuk peneliti berikutnya.
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BAB |1

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Sebagai tata kelola kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan,
pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan
sistem pemerintahan berbasis elektronik bahwa untuk meningkatkan keterpaduan
dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan
manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
A. Layanan SPBE
1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan
membuka ruang partisipasi masyarakat
a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka
ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah
dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang
terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan
masyarakat dalam penlrusunan kebijakan publik yang akan memberi

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
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b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang
berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi
masyarakat adalah:
1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE
terpenuhi;
2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi
pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan
SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang
berkesinambungan adalah:
1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Fusat dan
Pemerintah Daerah; dan
2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat
guna dan tepat sasaran
2.1.1 Peraturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 (Elektronik 2022) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
didalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna. Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut

diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan
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mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu "terwujudnya sistem pemerintahan berbasis
elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan
publik yang berkinerja tinggi".

Berbagai penerapan SPBE atau yang lebih dikenal dengan istilah e-
gouemment (e-goul ataupun digital gouemment telah dihasilkan oleh berbagai
Instansi h,rsat dan Pemerintah Daerah untuk memberi kontribusi efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat kematangannya
masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini
tercermin dari rata-rata capaian nilai indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah yang mencerminkan tingkat kematangan penerapan SPBE di setiap
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masih cukup timpang.

Embrio SPBE ini lahir dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
government . Bahwa dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang
pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi
pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang
besar secara cepat dan akurat. Serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan
informasi dalam proses pemerintahan (e-government )

Penerapan SPBE sendiri berangkat dari permasalahan-permasalahan yang
terjadi selama ini, seperti terjadinya pemborosan anggaran belanja TIK akibat dari
setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dengan kondisi
seperti itu juga terjadi disintegrasi sistem informasi pemerintahan sehingga

validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya.
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Oleh karenanya penerapan SPBE dilakukan demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk
menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan
dan efisiensi.Dalam Pasal 2 Perpres SPBE juga tertuang bahwa SPBE memegang
prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas,
interoperabilitas, dan keamanan.

Berikut beberapa kriteria terkait penerapan SPBE:

1. Terpadu dan Terukur: Proses tata kelola dan manajemen SPBE harus
terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan berkontribusi pada
kinerja organisasi

2. Efektif dan Efisien: Penerapan SPBE harus meningkatkan kualitas
layanan secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi

3. Layanan Terpadu: SPBE harus berorientasi kepada pengguna dan
menyediakan layanan yang terpadu

4. Infrastruktur Terintegrasi: Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang
terintegrasi, termasuk pusat data nasional (PDN)

5. Kapasitas SDM: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang
terlibat dalam penerapan SPBE

2.1.2 E-government

E- government atau elektronik government adalah penggunakan teknologi
informasi dalam setiap aktivitas manajemen pemerintahan yaitu mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan dan pengendalian
pemerintahan. E-government dengan bantuan teknologi informasi menjadikan

pemerintah dapat bekerja dengan lebih cepat, tepat, efisien dan efektif serta akurat
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dan akuntabel terutama dalam menghasilkan data dan informasi yang berkualitas
dan dapat dipertanggungjawabkan (Napitupulu, Darmawan, Dkk. (2020).
EGovernment: Implementasi, Strategi, Dan Inovasi. Medan: Yayasan Kita
Menulis., n.d.)

E-government  adalah proses penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas pemerintah yang saat ini fokus di Indonesia pada implementasi e-
government . Upaya Meningkatkan Perubahan Kemajuan dalam penerapan e-
government terjadi pada April 2004 ketika pemerintah mengajukan permohonan
untuk seluruh WNI, paspor, SIM, dan nomor pajak dengan satu nomor identifikasi
(SIN). Penilai difokuskan pada keberadaan web, interaksi, transaksi, dan transisi,
keberlanjutan, kemauan dan transparansi e-government , nilai investasi di setiap
wilayah, kepemimpinan, pelembagaan e-government di sektor-sektor ini, proses
manajemen, kinerja kepemimpinan kantor depan , dan factor anggaranPenerapan
e-government di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat,

dibandingkan ketika implementasi awal pertama kali. (Viera Valencia and Garcia

Giraldo 2019)

Adapun dua ciri atau kriteria utama yang harus terdapat pada sistem e-
government yakni ketersediaan (availability) dan aksesibilitas (accessibility).
Pertama, layanan dan transaksi e-government harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari
seminggu (non-stop). Pengguna bebas memilih kapan saja yang bersangkutan
ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau
mekanisme interaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku bisnis

dengan fleksibilitas untuk mengakses layanan diluar jam kerja pemerintah. Yang
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kedua, e-government sangat tergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia
pada website. Jika layanan tersebut tidak dapat diakses maka dapat dikatakan e-
government tidak berhasil atau akan mengalami kegagalan.

Berdasarkan Inpres No.3 Tahun 2003 bahwa inisiatif e-government telah
dilakukan oleh banyak instansi pemerintah pusat dan daerah dalam
mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.
Namun dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan
Informasi, sebagaian besar institusi pemerintah baru berada pada tahap awal
pengembangan e-government yakni pembuatan situs informasi. Dengan kata lain,
pengembangan e-government di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari yang
diharapkan

Respon masyarakat Indonesia cukup baik dalam menghadapi pelaksanaan
e-government , sehingga keterlambatan kemajuan system bisa diminimalisir.
Beberapa studi sebelumnya menyebutkan, keterlambatan kemajuan E-government
hanya akan memastikan bahwa suatu negara jauh dari mengubah nilai-nilai,
meningkatkan standar layanan publik untuk semua, dan akhirnya mencegah
kesejahteraan Masyarakat (Utama 2020). Riset terdahulu juga menunjukkan
bahwa E-government di Indonesia masih dalam proses optimalisasi dan
peningkatan layanan serta kapasitas.

Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan FE-government |,
pengembangan E-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan infromasi dan transaksi pelayanan publik

yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan
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masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah
Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekta waktu dan
dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk
meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan
memperkuat kemampuan mengahadapi perubahan dan persaingan
perdagangan internasional.

Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan
lembaga- lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik
bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan negara.

Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan
dan efisien serta memperlancar tranksaksi dan layanan antar

lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan

sebagai berikut (Gupta 2004):

1. Tingkat 1 — Persiapan yang meliputi :

a.

b.

Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;

Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;

Penyiapan sumber daya manusia (SDM);

Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana
Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dan lain-
lain;

Sosialisasi situs informasi baik internal maupun untuk publik.
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2. Tingkat 2 — Pematangan yang meliputi :
a. Pembuatan situs informasi publik interaktif;
b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
3. Tingkat 3 — Pemantapan yang meliputi :
a. Tingkat 4 — Pemapatan yang meliputi :
b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga
lain.
4. Tingkat 4 — Pemanfaatan yang meliputi :
a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan
G2C yang terintegrasi.

Menurut Booz Allen dan Hamilton dalam indrajit, terdapat lima dimensi
dalam Balanced E-government Scorecard sebagai alat ukur kinerja pemerintahan
yang menerapkan E-government yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai
kriteria secara lebih detail. Kelima dimensi itu adalah:

1. Dimensi Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kualitas dan
layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan
manfaat dari layanan tersebut.

2. Dimensi Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa
mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan.

3. Dimensi Partisipasi, ini berhubungan dengan pertanyaan apakah
layanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada
masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian

pendapat dan proses pengambilan keputusan.
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4. Dimensi Transparansi, apakah pemerintah dalam hal ini mendorong

keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan.

5. Dimensi Manajemen Perubahan, ini terkait dengan proses

implementasiapakah ada proses review yang jelas dan dikelola dengan
baik.

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang
lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat
memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal Kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari;

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan;

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan

berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
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6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.

2.1.3 Konsep E-government
Konsep dasarnya e-govermment  merupakan penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-
pihak yang lain. Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini (Indrajit, 2006:42)
a. Government to Citizens/consumers
Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Goverment yang paling
umum yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai
portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama
dari dibangunnya 23 aplikasi E-Goverment bertipe G-to-C adalah untuk
mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses
yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau
pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-
hari.
b. Goverment to Business
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah
pembentukan sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti perusahaan swasta
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membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh
pemerintah.

Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan
berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan
kewajiban organisasinya sebagai berorientasi profit. Diperlukannya
relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja
bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda
perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat
menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan
efektif dengan industri swasta

c. Goverment to Goverments
Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-
negara untuk saling antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap
harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata,
namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar Negara dan
kerjasama entiti-entiti negara 24 (masyarakat, industri, perusahaan, dan
lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi
perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan
budaya dan lain sebagainya.
2.1.4 Elemen Sukses Pengembangan E-government
Berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government

Dalam (Indrajit 2013)) mengenai E-Goverment terdapat tiga elemen sukses yang
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harus dimiliki untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, antara
lain:
a. Support
Elemen ini merupakan elemen pertama dimana pemerintah
memiliki keinginan untuk benar benar menerapkan EGovernment. Pada
bagian ini terdapat indikator pendukung yaitu:

1. Political Will, terdapat inisiatif pengembangan dan pembangunan FE-
government  dari pemerintah terkhusus pada instansi Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Pekanbaru.
Pengembangan dan pembangunan dapat berupa adanya perencanaan
yang matang dalam  penggunaan  website, pemerintah
mengalokasikan sumber daya manusia secara merata, dan
dilaksanakannya sosialisasi penggunaan website pada pelayanan
publik.

2. Continous, terjadinya keberlanjutan terhadap penerapam E-
government di lingkungan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru, dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

b. Capacity
Merupakan elemen dimana terdapat kemampuan pemerintah dalam
mewujudkan E-government yang telah direncanakan. Terdapat 3 hal

yang setidaknya dimiliki oleh pemerintah, yaitu:
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1. Ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola
dan mengkses teknologi dan informasi agar sesuai dengan apa yang
menjadi harapan.

2. Sumber daya finansial termasuk pada segi anggaran dan
pengalokasian dana.

3. Infrastruktur yang memadai untuk mencapai keberhasilan penerapan
E-government .

C. Value
Pada elemen ini, membahas mengenai nilai manfaat yang diperoleh dari
berbagai pihak dengan adanya penerapan E-government ini termasuk
mereka yang berkepentingan (demand side). Oleh karena itu, pemerintah
harus melihat pertimbangan apa yang menjadi prioritas dalam
pembangunan dan pengembangan E-Goverment untuk mencapai
manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat.
2.2 Digital Governance
Menurut pemerintah Indonesia Digital Governance adalah aplikasi
teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang
dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi kemasyarakat,
mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga — lembaga lainnya secara online.
Jadi menurut kedua pengertian diatas yang dikatakan dengan Digital Governance
adalah sebuah teknologi berbasis internet yang memuat tentang penyampaian
informasi dari pemerintah ke masyarakat secara luas.
Digital Governance diatur dalam peraturan tentang SPBE atau Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No.95, 2018). Sistem ini di-
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selenggarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelayanan publik. Sistem pemerintahan berbasis digital akan mem- permudah
masyarakat dalam mendapatkan suatu pelayanan (Buyannemekh and Chen 2021)

Penerapan Digital Governance muncul sebagai penyederhana sistem kerja
birokrasi untuk menjadi lebih akurat, responsif, dan transparan dalam
pelaknaannya. Hal ini sejalan dengan salah satu kriteria dalam Good Governance
yaitu Transparansi. Dengan adanya transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kebijakan
yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Selain itu, transparansi juga
membantu masyarakat untuk memberikan feedback atau outcomes terhadap
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah (Masiero 2017)

Di Indonesia, pengembangan digital governance sebagaimana dalam
instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 mengenai strategi pengembangan digital
governance terdapat beberapa strategi kelompok yaitu :

1. Pengembangan pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh
masyarakat luas.

2. Penataan system manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan
pemerintah daerah secara holistic.

3. Pemanpaatan teknologi informasi secara optimal.

4. Peningkatan peran serta dunia usaha untuk mengembangkan industry
telekomunikasi dan teknologi informasi.

5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-

literacy masyarakat.
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6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang
realistis dan terukur.

Kehadiran Digital Governance setidaknya bisa menjawab tiga hal,
pertama, Digital Governance memberikan analisis tentang penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan cita-cita UU pelayanan publik dan otonomi daerah.
kedua, Digital Governance merupakan jawaban positif atas globalisasi. Ketiga,
Digital Governance memberikan penguatan bagi demokrasi dengan berbasis IT,
sehingga prinsip Digital Governance terutama dari sisi akuntabilitas. Akuntabilitas
tidak hanya dimaknai dengan memberikan akses terhadap informasi yang
diberikan oleh pemerintah, tetapi juga memberikan masyarakat pengetahuan
untuk mampu mengaskses informasi tersebut. Akuntabilitas bukanlah sekadar
urusan laporan pertanggungjawaban maupun akses. Akuntabilitas adalah tentang
perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan
2.3 Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Di Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam
memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Satu Data
Indonesia merrrpakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungiawabkan, serta
mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pr.rsat dan Pemerintah Daerah
melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta
menggunakan kode referensi dan data induk. Kebijakan ini bermanfaat untuk
pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi
masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39

Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui penyelenggaraan Satu Data
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Indonesia, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat,
mutakhir, terpadu, serta mudah diakses, Data yang disediakan antara lain data
pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri,
pariwisata, reformasi birokrasi, serta data lainnya. Untuk itu, diperlukan
kolaborasi antar stokehotder terkait. Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia
sangat erat kaitannya dengan SPBE, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung
pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian
dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau
pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi berbagi pakai yang dibutuhkan. Untuk itu kolaborasi dan
harmonisasi pelaksanaan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu
diwujudkan melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data
Indonesia.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai
dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan adanya
percepatan pelaksanaan transformasi digital dalam upaya peningkatan pelayanan
publik yang lebih berkualitas dan terpercaya, dimana sesuai dengan arah
kebijakan transformasi digital bahwa transformasi digital di masa pandemi
maupun nertpandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas,
berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak lisik
menjadi lebih banyak ke online. Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi,

disiapkan, dan direncanakan secara matang.
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Salah satu kebijakan pembangunan SPBE nasional lainnya adalah pada
sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini mencakup urusan
pemerintahan dalam negeri, keuangan negara, informasi, komunikasi,
perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, dan kesekretariatan negara.
Salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan di bidang administrasi
pemerintahan antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi
pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform Aparatur
Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara
mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi
pemerintahan dalam portal ini mencakup perencanaan, penganggara.n, keuangan
negara, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang
milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan
kebutuhan internal birokrasi pemerintahan
2.4 Digitalisasi Layanan Kependudukan

Digitalisasi layanan kependudukan menjadi penting sekarang ini, karena
adopsi teknologi yang sudah masuk dalam sistem sosial masyarakat (Hariyoko et
al., 2022; Jumadiet al., 2020). Aspek digitalisasi yang masuk dalam sistem
layanan kependudukan sudah pasti bertujuan untuk memudahkan proses
pelayanan publik. Percepatan layanan dengan digitalisasi menciptakan
pengalaman baru bagi pengguna layanan (Mardiyani et al., 2020).Adaptasi
pastinya akan berlangsung dan membutuhkan proses yang panjang. Keberadaan
sistem yang sudah ada dan berkembang sekarang, bukan berarti mandek dan tidak
dapat diperbaiki lagi. Penguatan layanan dari pemerintah dengan adanya

digitalisasi semakinpenting dan butuh banyak sentuhan. Kolaborasi harus
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dilakukan dengan berbagai pihak untuk menguatkan produk dan proses layanan.
Hal tersebut juga berlaku pada layanan kependudukan di Kota Pekanbaru yang
sudah berbasis digital. Inovasi pelayanan kependudukan berbasis digital di Kota
pekanbaru tersebut awalnya dilakukan dalam bentuk pengambilan antrean dan
terus berkembang menjadi layanan inti dalam proses layanannya. Inovasi tersebut
mempermudah warga untuk memberikan alternatif pelayanan untuk memilih
pengurusan dokumen kependudukan yang sebelumnya bermasalah dalam
memperoleh pelayanan (Sholahuddin, 2021)

Dwiyanto (2005) menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi
kebutuhan warga. Warga sebagai pengguna yang dimaksud adalah warga negara
yang membutuhkan pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang diberikan
oleh pemerintah juga sesuai dengan kebijakan yang dibuat dengan menekankan
pada kebutuhan mendatang. Layanan public juga menjadi salah satu tampilan dari
pemerintah untuk menunjukkan kualitas system pemerintahan dan birokrasi yang
sedang dijalankan, serta kehadiran pemerintah di masyarakat (Sasmito et al.,
2020).

Dokumen administratif kependudukan dapat diterima oleh masyarakat
setelah melalui rangkaian pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil(Dispendukcapil) dari setiap kabupaten atau kota. Tahapan dan
persyaratan dari setiap daerah dalam proses pengurusan dokumen administratif
pastinya sama, karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Administrasi Kependudukan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa

kebutuhan dokumen yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dimulai dari lahir
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melalui akta kelahiran sampai meninggal dengan akta kematian. Masalah dalam
layanan kependudukan di Indonesia masih menjadi hal yang sering mendapat
keluhan. Hal tersebut dikarenakan menjadi layanan yang paling banyak diminta
oleh warga negara Indonesia dan berhubungan dalam setiap peristiwa
kependudukan (Ramadhani, 2018). Layanan kependudukan bervariasi di setiap
daerah, ada yang baik dan kurang berkualitas. Hal tersebut dipengaruhi oleh
beberapa faktor, namun yang paling sering adalah manusia, peralatan, prosedur
yang kurang jelas, fasilitas pendukung, birokrasi, dan bahkan adanya praktik calo
dan pungutan liar (Aldi et al., 2022; Saputra, 2017). Layanan publik yang baik
dan berkualitas menjadi tuntutan dan harus dapat disediakan oleh pemerintah
dengan cara baru dan menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat

Bilgah (2018) mendefenisikan bahwa pelayanan publik adalah:
“Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha
Milik Negara atas suatu barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.” (Bilgah
2018).

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat
dalam segala bidang. Kegiatan pelayan kepada masyarakat merupakan salah satu
tugas dan fungsi administrasi Negara. Pelayanan pada dasarnya dapat
didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.(Supriadi et al.

2021)
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Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris public, yang berarti
umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafilie dkk. dalam pasalong
(2013:6), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan,sikap dan tindakan yang benar dan baik
berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki

Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik
(dalam (Moh. Taufik 2021) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Menurut (Fatmawati 2011), pelayanan publik adalah usaha yang
dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk
memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan.
Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau
masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi
itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan
untuk memberi kepuasan kepada penerima pelayanan (Iii 2007)

Definisi pelayanan publik menurut kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004
adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangn undangan.

Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
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undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan atau
rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik dengan menempatkan kepuasan masyarakat
sebagai stakeholder utama

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 penelitian terdahulu

No | Nama Peneliti/Tahun Judul Hasil Penelitian
1 | Rasti Lestari, Muhlis | IMPLEMENTASI E- | Penelitian ini bertujua
Madani, Thyani GOVERNMENT untuk mengetahui
Malik (2023) DALAM bagaimana implementasi
PELAYANAN e-government dalam
PUBLIK PADA | pelayanan publik pada
DINAS Dinas Kependudukan dan
KEPENDUDUKAN | Catatan Sipil Kabupaten
DAN CATATAN | Bone. Jenis penelitian ini
SIPIL KABUPATEN | kualitatif dengan tipe
BONE penelitian deskriptif.
Adapun teknik

pengumpulan data yang
digunakan yaitu dengan
observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini menujukkan
bahwa implementasi e-
government dalam
pelayanan publik pada
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten
Bone memberikan
manfaat yang baik. Dapat
dilihat  dari elemen
support yaitu dari Dinas
Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten
Bone telah menerapkan
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pelayanan berbasis online
(e-government ) ini untuk
meningkatkan dan
menghasilkan pelayanan
yang prima atau baik.
Elemen capacity terdiri
dari: 1) sumber daya
manusia yang menjadi
operator sudah kompeten,
2) sumber dana finansial,
3) sumberdaya
infastruktur dalam
pelayanan telah memadai.
Elemen value manfaat
yang dirasakan dinas
kependudukan dan
catatan sipil kabupaten
bone sebagai pemberi
layanan seperti
kuranganya antrian dan
yang dirasakan
masyarakat sebagai
penerima layanan seperti
waktu yang digunakan
dalam pelayanan menjadi
efektif dan efisien

Siti Mutia
Nurcahyani Liputo
(2015)

Penerapan e-
government
kelurahan di
kelurahan
karampuang
kecamatan
panakkukang

kantor

Penerapan e-government
kelurahan di  Kantor
Kelurahan Karampuang
di ukur dengan segi
efektivitas dengan
menggunakan kriteria
pengukuran  efektivitas
menurut Gibson yaitu
Produksi, Efisiensi,
Kepuasan, Keadaptasian
dan Kelangsungan Hidup
telah cukup efektif. Hal
tersebut terbukti dengan
terpenuhinya 30indikator
tersebut di atas, saat ini
pelayanan yang diberikan
aparat Kelurahan
Karampuang sudah
cukup maksimal setelah
adanya e-government
kelurahan ini. Selain itu
pelayanan yang diproses
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melalui e-government
kelurahan lebih
menghemat waktu dan
biaya jika dibandingkan
dengan manual.
Masyarakat yang
mendapatkan pelayanan
cukup puas  dengan
penerapan program ini.
Aparat 31  kelurahan
3lias beradaptasi dengan
program yang berbasis IT
ini,serta  program  ini
kedepannya 31lias lebih
maksimal lagi.

Wati, Rezki
Handoyo and Sjafari,
Agus and Fuad, Anis

(2017)

KINERJA

PELAYANAN
PUBLIK BERBASIS
E-GOVERNMENT DI

DINAS

KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN

SIPIL KOTA

SERANG

Penelitian  ini  untuk
mengetahui pelayanan
berbasis  e-government
yang dilakukan oleh
Disdukcapil Kota Serang.
Metode yang peneliti
gunakan kualitatif
deskriptif. Indikator yang
digunakan adalah lima
dimensi Balanced E-
government Scorecard
dari Booz Allen dan
Hamilton. Dari lima
dimensi tersebut dapat
diidentifikasi ~ beberapa
masalah utama yang perlu
mendapatkan  perhatian
untuk membangun dan

mengembangkan

pelayanan berbasis e-
government . Hasil
penelitian menunjukkan
bahwa Dinas
Kependudukan dan

Pencatatan  Sipil Kota
Serang masih memiliki
masalah dalam pelayanan
publik berbasis e-

government dalam
pembuatan dokumen
kependudukan Kota

Serang. Hal tersebut
dibuktikan dengan belum
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memadainya server dan
jaringan yang di gunakan
dalam pelayanan berbasis

e-government di
Disdukcapil Kota Serang,
belum maksimalnya
software yang digunakan
oleh Disdukcapil Kota
Serang., belum
terpenuhinya standar
Sumber Daya Manusia
pelaksanaan e-

government , lambatnya
pelayanan dengan basis e-
government dan
pemberian informasi
kepada masyarakat.
Namun, dengan adanya
perencanaan yang
Disdukcapil Kota Serang
inginkan yaitu pelayanan
online berbasis android

agar dapat segera
direalisasikan agar
pelayanan e-government
dapat lebih mudah
digunakan
Sakinah, Tara (2022) | Penerapan E= Dalam meningkatkan
government  Dalam | pelayanan pemerintah
Pelayanane-KTP Pada | saat ini telah banyak
Unit Pelayanan Teknis | merumuskan dan
Dinas Kependudukan | membuat kebijakan
Dan Catatan Sipil | terkait penerapane-
Kecamatan Mandau | government yang tujuan
Kabupaten Bengkalis | utamanya adalah
meningkatkan dan
mengembangkan
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
berbasis elektronik dalam
meningkatkan  kualitas
layanan publik secara

efektif dan efisien. Dalam
hal ini memang
pemerintah pusat harus
bekerja sama  dengan
UPT Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau
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Kabupaten Bengkalis
juga kepada masyarakat
agara  penerapan  e-
government dapat
berjalan dengan baik.
Adapun tujuan penelitian
ini  untuk mengetahui
bagaimanakah penerapan
e-government dalam
pelayanan e-Ktp pada
UPT Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis.
Metode yang digunakan
yaitu metode deksriptif
dan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang

digunakan yaitu
observasi,wawancara, dan
dokumentasi serta

menganalisis data secara
deskriptif dan kualitatif.
Penelitian ini
menyimpulkan bahwa
penerapan e-government
dalam pelayanan e- Ktp
pada UPT  Dukcapil
Mandau Kecamatan
Mandau Kabupaten
Bengkalis dinilai tidak
efektif. Hal ini diketahui
bahwa masih banyak
masyarakat yang kurang
memahami  bagaimana
penggunaan website
untuk kepengurusan e-
Ktp, sehingga masih
banyak masyarakat yang
tidak memahami lebih
memilih untuk mengurus
secara  e-Ktp  secara
langsung. Hambatan yang
dialami oleh UPT
Dukcapil Mandau
Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis
yaitu  masyarakat  di
Kecamatan Mandau
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Kabupaten Bengkalis
masih memiliki
pemahaman yang sangat
rendah terutama dalam
penggunaan teknologi
untuk login ke website,
kurangnya sosialisasi
pegawai dengan
masyarakat untuk
memberikan pemahaman
agar masyarakat lebih
memahami  penggunaan
website  tersebut, dan
tidak adanya komputer
yang disediakan untuk
masyarakat yang akan
mengurus e-Ktp secara
online agar masyarakat
tidak terganggu dan tidak
merasa kesulitan dengan

jaringan yang mereka
miliki.

Aulia Putra Berlian | Implementasi E- | Penelitian ini  dilatar
(2023) government  Dalam | belakangi karena
Meningkatkan kebutuhan infromasi
Kualitas  Pelayanan | yang sangat cepat, dan
Publik Di  Dinas | tepat menjadi suatu
Kependudukan Dan | kebutuhan utama
Pencatatan Sipil | disegala aspek terutama
Kabupaten Aceh | dalam pelayanan yang

Selatan diberikan

kepada masyarakat.
Salah satu teknologi
yang paling berkembang
adalah teknologi yang
berbasis web  yang
sering disebut dengan
internet. Tujuan
penclitian ini  untuk
mengetahui  pelayanan
berbasis E-government
yang dilakukan oleh
Dinas  Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh
Selatan. Metode yang
peneliti gunakan

37




kualitatif deskriptif.
Indikator yang
digunakan ada  tiga
elemen dari Indrajit.

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
Dinas Pendudukan dan
Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Selatan
masih memiliki kendala
dalam pelayanan publik
berbasis E-government
dalam

pembuatan dokumen
kependudukan

Kabupaten Aceh
Selatan. Hal tersebut
dibuktikan dengan
belum terlalu

memadainya server dan
jaringan yang digunakan
dalam pelayanan
berbasis E-government
di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh
Selatan, belum
maksimalnya Hardware
dan juga masih
minimnya standar
Sumber Daya Manusia
pelaksanaan E-
government s
Lambatnya  pelayanan
dengan basis E-
Government

2.6 Pandangan Islam Tentang E-GOVERNMENT
Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad

SAW 14 abad silam telah diturunkan wahyu bagaimana pentinya ilmu

pengatahuan Al-Qur’an menekankan keunggulan orang yang berilmu dari pada

yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9:
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g,a\.;}/?\
Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang
vang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut
kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah:
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima
pelajaran. (Q. S. Az Zumar: 9)

Penyelesaian urusan-urusan publik oleh pemerintahan dilakukan secara
hakiki terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi serta tunduk pada
aturan hukum yang berlaku. (“15-Line-Standard-Quran-PDF.Pdf,” n.d.) Dalam hal
ini sesuai dengan perintah syariat islam yaitu amar ma’ruf nahi munkar yang

terdapat dalam kitab suci al-qur’an surah ali imran ayat 104 yang berbunyi:
-, i}, B}y Lo 1% vo 80} 15},2,, oz § 3 /.o}°§,~ﬂ'g; 0%y o la
clad 5l 8N e el s rall (350405 sl () (e 45) aSik OS5
’oc /!n/q!‘ éA

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari
yvang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita good governance untuk

menciptakan pemerintahan yang efisien dan produktif serta transparan untuk
menjaga tujuan yang baik dan menghindari kemungkaran di dalam birokrasi
pemerintahan. Pemerintahan yang bekerja secara efisien dan produktif serta
administrasi yang transparan diperlukan demi kemaslahatan bangsa. Dengan
adanya konsep good governance menuntut masyarakat turut memonitori

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri sehingga dapat sejalan dengan demokrasi
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dan pasar efisien yang mampu menghindari salah sasaran alokasi dana investasi,
serta dapat mencegah tindak korupsi baik secara politik maupun administrasi
2.7 Definisi Konsep

E-government  merupakan gambaran sebuah sistem informasi yang
dibangun oleh sub sistem sosial dan sub sistem teknis (sistem sosio-teknis) di
mana kombinasi antara sub sistem sosial meliputi berbagai disiplin ilmu diluar
bidang ilmu teknik (non-engineering) dengan sub sistem teknis dari bidang ilmu
teknik (engineering)(Prof. Eko Indrajit 2006)

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara
(Rodiyah dkk, 2021, hlm. 68).

Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-

mata untuk kegiatan pelayanan publik.

2.8 Konsep Operasional

Operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan
pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu
pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian yang didasarkan
pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang didefinisikan atau
mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan
perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya

oleh orang lain.
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Tabel 2. 2 Dimensi penilaian penerapan e-government

Konsep Indicator Sub indikator
penerapan E- Support e Adanya dukungan Kebijakan Dinas
government (Dukungan) Kependudukan dan pencatatan sipil
(Indra;jit:2006) kota pekanbaru melalui layanan
online
e Dialokasikannya sumber daya
e Dibangunnya infrastruktur dan
suprastruktur pendukung
Capaqity e Ketersediaan sumber daya finansial
(Kapasitas) yang cukup
e Ketersediaan Perangkat teknologi
informasi
Value (nilai) e Memberikan manfaat yang

signifikan kepada Masyarakat
Memberikan nilai pengembangan
pembangunan
infrastruktur,kepemimpinan,budaya
nilai manfaat yang diperoleh dari
berbagai pihak dengan adanya
penerapan E-government ini
termasuk mereka yang
berkepentingan (demand side)

Sumber : (Indrajit 2013)

2.9 Kerangka Berfikir

Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas

dinilai baik atau tidak, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah

ditetapkan atau sebaliknya dan sebagainya. Terdapat banyak kriteria-kriteria

ataupun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Untuk

memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti maka dapat digunakan

teori indrajit yang penulis ringkas ,yaitu :
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Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

Alat Ukur Keberhasilan Penerapan E-Gov

SUPPORT CAPACITY
(DUKUNGAN) (KAPASITAS)

Penerapan Sistem Berbasis Eletronik Pada Layanan
Kependudukan Pada DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru
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BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam menganalisis
aktivitas, peristiwa atau situasi secara sosial.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan, serta mengetahui sifat-sifat serta
pengaruh sosial yang tidak mampu diuraikan oleh metode kuantitatif. Dalam
literatur lain penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Fufu Saiful
Rahmad (2009; 2 ) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai salah satu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan
dan prilaku orang-orang yang di amati.

Melalui pendekatan ini diharapkan mampu memberikan uraian yang
mendalam megenai ucapan, tulisan, dan atau prilaku yang dapat diamati dari
suatu individu kelompok masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu
seting konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif,
dan holistik. Dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan
pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. (rahmad

2009).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian ini dilakukan dari Bulan Desember sampai dengan

September. Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang
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direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada kantor
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ( DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru
yang beralamat JI. Mustafa Sari No.l, Tengkerang Sel., Bukit Raya, Kota

Pekanbaru, Riau 28125. Telepon: (0761) 35463.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta dan kebernaran. Fakta dalam sains dicatat
sebagai data. Kemudian data akan diproses seperti itu dapat dijelaskan. Data
merupakan bentuk jamak dari dantum dan mengacu pada informasi yang
menggambarkan masalah atau pengamatan terhadap karakteristik atau
karakteristik suatu populasi atau sampel, seringkali dalam bentuk angka.
Persyaratan data dari penelitian harus obyektif, memperhitungkan semua masalah
pengambilan sampel, dan tepat waktu

Gordon menyebutkan bahwa data merupakan bahan mentah bagi
informasi yang dirumuskan sebagai kelompok lambang tidak acak yang
menunjukkan jumlah-jumlah, tindakan-tindakan, hal-hal dan sebagainya
(Salmiaty Taty, 2016). Data di gunakan untuk menunjang tahapan penelitian
maka tentunya peneliti membutuhkan data yang akurat serta realistis tentang
objek peneitian. data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dan telah teruji
keabsahannya.(Syahza 2021)
Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui dua kategori yaitu :
a. Data Primer

Data primer, yaitu data utama yang diperoleh oleh peneliti langsung dari

responden penelitian di lapangan mencakup tanggapan responden terhadap
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wawancara langsung mengenai pelayanan publik dengan menggunakan E-
government .
b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah ragam informasi yang sudah ada
sebelumnya yang dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi
kebutuhan data penelitian. Menurut sugiyono (2013) data sekunder adalah smber
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya
lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Biasanya bentuk dari data berupa tabel,
grafik, atau bagan yang memuat pengetahuan penting seperti sensus. Dalam hal
ini penulis memperoleh data yang dirilis dari situs resmi, buku, publikasi ilmiah,
artikel jurnal, serta literatur lain untuk mendukung penyempurnaan penelitian
mengenai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode atau Teknik
pengumpulan data yang ada di dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk
mengumpulkan data penelitian, metode-metode tersebut diantaranya :
3.4.1 Wawancara

Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang
digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini
digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam
serta jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor yang akan memperngaruhi
arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, responden, pedoman

wawancara, dan situasi wawancara.
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Pewawancara adalah petugas pengumpul informasi yang diharapkan dapat
menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan merangsang responden untuk
menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan
dengan benar. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat
menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

Dalam pelaksanaan wawancara, diperlukan kesediaan dari responden
untuk menjawab pertanyaan dan keselarasan antara responden dan pewawancara.
Pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan
dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan
baik. Situasi pewawancara ini berhubungan dengan waktu dan tempat
wawancara. Waktu dan tempat wawancara yang tidak tepat dapat menjadikan
pewawancara merasa canggung untuk mewawancarai dan responden pun merasa
enggan untuk menjawab pertanyaan.

3.4.2 Dokumentasi
Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan
kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Alasan
mengapa dokumen-dokumen dari suatu lembaga harus di analisa dalam penelitian

ini yaitu:

a. Dokumen merupakan sumber informasi yang lestari, sekalipun dokumen
tersebut tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, dokumen yang bisa digunakan
dalam kategori ini yaitu dokumen yang berhubungan dengan pemahaman

terhadap suatu implementasi sistem.
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b. Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk
mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interpretasi.
c. Dokumen merupakan sumber data yang alami, bukan hanya muncul dari
konteksnya, tapi juga menjelaskan konteks itu sendiri.
d. Dokumen itu relatif mudah, murah dan terkadang dapat diperoleh dengan
gratis. Peneliti tinggal menggalinya dalam tumpukan arsip
e. Dokumen merupakan sumber data yang non-reaktif, ketika responden
reaktif dan tidak bersahabat, peneliti dapat beralih ke dokumen sebagai
solusi.
f. Dokumen berperan sebagai pelengkap dan pemerkaya informasi yang
diperoleh lewat wawancara atau observasi.
3.5 Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini terdapat 2 yaitu:
1. Informan Kunci
Informan kunci adalah mereka yang berperan sebagai informasi utama,
atau orang yang paling memahami permasalahan dan memberikan
penjelasan tentang berbagai hal yang dibutuhkan peneliti. Informan
kunci adalah orang yang mengetahui dan memahami permasalahan
yang muncul. Informan kunci dalam penelitian ini 1alah Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
2. Informan Tambahan
Individu ditemukan di lokasi penelitian yang dapat memberikan data
dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. kemudian yang

informan tambahan ditambahkan pada penelitian ini ialah orang-orang
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yang terlibat dalam Penerapan system pemerintahan berbasis eletronik
Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
Adanya informan dan narasumber dalam penelitian memudahkan peneliti
dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkannya.
Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang diinginkan
peneliti dan beberapa pertimbangan.

Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini

adalah:
Tabel 3. 1 Data Informan atau Narasumber

No Narasumber Jumlah

1 | Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan $
Informasi Pelayanan

2 | Kepala Bidang Pengelola Informasi 1
Administrasi Kependudukan

3 | Progemmer Bidang website 1

4 | Masyarakat 5

JUMLAH 9

Sumber : Data Diolah Tahun 2024

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada
saat pengumpulan data, dan pengumpulan data selesai dalam jangka waktu
tertentu. Tentu saja, pada saat wawancara, peneliti sedang menganalisis
tanggapan dari orang yang diwawancarai. Setelah dilakukan analisis, apabila
jawaban responden masih kurang memuaskan peneliti, maka peneliti dapat
melanjutkan pertanyaan lebih lanjut sampai titik tertentu atau mencari
jawaban yang memuaskan. Hanya dengan cara inilah data yang dianggap

dapat diandalkan akan dikumpulkan.
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Langkah-langkah analisa data setelah pengumpulan data dilakukan
sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data juga tentang merangkum dan memulihkan hal terpenting
yang dianggap penting dan perlu. Hal ini memungkinkan data yang
direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga
memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
Menurut Riyanto (2003), reduksi data mengacu pada rasionalisasi, seleksi,
penyederhanaan dan abstraksi data. Dengan demikian, dalam reduksi ini
terjadinya peroses data yang terpilih dan data yang terbuang (tidak
terpakai).
2. Penyajian Data
Penyajian data baru dapat dilakukan setelah reduksi data. Penyajian
data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk tabel, grafik, diagram
lingkaran, piktogram, dan lain-lain. Menurut Miles dan Huberman
penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang
memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil
tindakan. Agar teks tersebut tersusun dalam beberapa bagian, tidak
tersusun secara bersamaan, tidak tersusun dengan baik, dan sangat
berlebihan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya dalam analisis
data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

yang diperoleh peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara.
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Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan
berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan
peneliti pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang wvalid dan
konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulakan data,
maka kesimpulan yang disajikan menjadi kesimpulan yang kredibel atau
dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan dapat diambil
berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. (Virgana,

Lapasau, and Kasyadi 2021)
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BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 1983 bahwa

Penyelenggaraan Catatan Sipil yang semua merupakan tanggung jawab
Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab
Departemen Dalam Negeri, yang petugas pencatatannya dinamakan Pegawai
Catatan Sipil. Dan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di
Daerah. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang, untuk
menyelenggarakan pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta
didalam daftar yang sudah ditentukan, dengan masing-masing peristiwa, sesuai
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akta Catatan sipil merupakan akta
Otentik, yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis
bukti diri seseorang.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah penyelenggara
pemerintahan di daerah tugas dan tanggung jawab yang sama dengan provinsi,
atau gubernur, namun dalam wilayah yang terbatas. Ada beberapa jenis layanan
yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna menunjang
kinerja pelayanan publik. Layanan tersebut tidak hanya pelayanan KTP dan KK
saja namun masih ada layanan terkait agar masyarakat semakin di mudahkan
untuk mendapatkan akses pengurusan administrasi kependudukan dan catatan

sipil.Dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, Penyelenggaraan pelayanan
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pablik meliputi 52 pembuatan Kartu Keluarga, Akta kelahiran, Catatan Sipil dan
Kartu Kependudukan, yang menunjang pelayanan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993 Kantor Catatan
Sipil Kotamadya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi tipe B dan
untuk Kegiatan Operasionalnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi
Kantor Catatan Sipil tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil
yang dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas
Pendaftaran Penduduk, yang tugas operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Kpts. Walikota
Pekanbaru No. 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Penatausahaan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yaitu
meliputi Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penerbitan Akta
Catatan Sipil.

Selanjutnya dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan, maka masa berlaku KTP-el ditetapkan berlaku seumur hidup dan
pencetakan KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta diserahkan

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
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Tercatat bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kota Pekanbaru merupa- kan
salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia telah menerapkan e-
government di dalam menjalankan urusan pemerintahannya demi terwujud- nya
tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas pemerintahan yang menerapkan e-government salah satunya ada-
lah dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintahan kota Pekanbaru
dengan website yang digunakan adalah Sipenduduk.go.id. Berdasarkan hasil
wawancara bersama pegawai Disdukcapil atas nama Oni beliau menjelaskan
bahwa website Sipenduduk sudah ada sejak tahun 2019, dan sudah berjalan 2
tahun hingga saat ini Maret 2021.

4.2 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru adalah kantor

pemerintahan yang melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil. Berikut data ringkas Disdukcapil Kota Pekanbaru:

Nama Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru

Alamat Kantor: J1. Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru
Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau
Kontak / Tlp :(0761) 35463

Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com

4.3 Visi dan Misi
Adapun Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pekanbaru adalah:

4.3.1 Visi
Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
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diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Dinas dalam jangka waktu
tertentu. Penentuan Visi Dinas dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui
musyawarah untuk mufakat, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan
yang ada di Dinas, Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru adalah: —terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang
tertib, cepat, dan akuratl.

4.3.2 Misi
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

adalah: mewujudkan pelayanan penertiban dokumen dan data kependudukan yang
memenuhi kepuasan semua pihakl

4.3.3 Motto
Adapun Motto yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan

sipil Kota Pekanbaru adalah"STAP":
- S : Santun. Bersikap dan bertutur kata yang ramah dalam
melayani masyarakat
- I : Inovatif. Mampu Melakukan Terobosan baru di bidang
pelayanan (Smart City Madani)
- A : Akuntabel. Melaksanakan tugas yang dapat
dipertanggungjawabkan
- P : Profesional. Mampu memberikan pelayanan berkualitas
baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4.4 Struktur Dan Susunan Organisasi
Setiap organisasi/perusahan sejatinya memiliki struktor kepenguru-
san dalam organisasi. Dengan demikian tugas dan wewenang dari masing-

masing fungsi menjadi jelas. Demikian juga dengan dinas Kependudukan
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dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru yang memiliki struktur or-
ganisasi dengan garis tugas dan wewenang yang teroragnisir. Struktur
organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintahan
Pekanbaru adalah sebagai berikut.
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan,
Membawahi :
1. Seksi Perencanaan Kependudukan;
2. Seksi Perkembangan dan Persebaran;
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
d. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawabhi :
1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Mutasi Penduduk;
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
e. Bidang Pencatatan Sipil, membawabhi :
1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Pencatatan Sipil Lainnya.
f. Bidang Data dan Infomasi Kependudukan, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Pelaporan;
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2. Seksi Jaringan Komunikasi;

3. Seksi Informasi dan Penyuluhan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Kepala Dinas

Hj. IRMANOVRITA, 5.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP, 19681109 198909 2 001

Kelompok Jabatan Fungsional

1

Sekretaris

Dra. Hj. SENIWATI HAIS, M.Si.

Pembina Tk. 1 (TV/b)
NIP. 19691018 199002 2 001

[

1

Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian
Perencanaan Keuangan Umum dan Kepegawaian
MIRZA WALAD, S.E FITRIANIS, S.E H.ELIZAR,AMd.
Penata Muda Tk I (111/b) Penata Ti. 1 (111/d) Penata Tk 1 (111/d)

NIP. 19820801 201503 1001

NIP. 19671228 199403 2001

NIP. 19660204 199404 1000

Kepala Bidang. Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pencatatan Sipil
R.MARIA ULFA, SE. VITYANAERZA, SSos.

Penata Tk, I (I11/d)
NIP. 19810304 200112 2 002

Pembina (IV/3)
NIP. 19710326 199903 2 002

NIP. 19690316 199803 2 004

Kepala Seksi Kepala Seksi
Identitas Penduduk Kelahiran
ELISAHRIVA, S.H. NOVYARDL S.P.

Penata Tk. I (1l /d) Penata (111/c)

NIP. 19840507 200501 1 006

Penata Thc 1 (11/d)
NIP. 19780513 200604 2005

Kepala Seksi Kepala Seksi
Pindah Datang Penduduk Perkawinan dan Perceraian
R VIVI OLIVIA REINDRA LESTARL SIP. AININETTL SE

Penata Tk, 1 (111/d)
NIP. 19741001 200012 2 001

Penata Tk, I 11l/d)
NIP. 19850611 201001 1 020

Kepala Seksi Kepala Seksi
Perubahan Status Anak,
Pendataan Penduduk Pewarganegaraan dan Kemath
DYGO RAMADHONA, S.IP, RITAAGUSTIN SYAMSURL S.H.

Penata Tk. 1 (111/d)
NIP. 19640804 199309 2 001

Kepala Bidang Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Pemanfaatan Data dan Inovasi
Kependudukan Pelayanan
FIRSTY MUNIARTL S.E MURDINAL GUSWANDIL S.STP, MM.
Penata Tk 1 (111/d) Pembina (IV/a)

NIP. 19761003 200502 2001

NIP, 19760802 199511 1001

Kepala Seksi Kepala Seksi
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Kerjasama
SURYA ADIWINATA, S.IK, MM. YULIA HARTATI, S.Pi.
Penata (111/¢) Penata Tk.1(111/d)

NIP. 19860525 201102 1001

NIP. 19700723 199803 2002

Kepala Seksi Kepala Seksi
Pengolahan dan Penyajian Data Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan Kependudukan
DARMAWAN PUTRA, S.Kom. ANDINA AYU SENJANI, SSTP.

Penata Tk | (111/d)
NIP. 19740202 200112 1004

Penata Muda Tk I (111/b)
NIP. 19931022 201507 2 002

Kepala Seksi
Tata Kelola SDM Teknologi,
Informasi dan Komunikasi

Kepala Seksi

Inovasi Pelayanan

IMELDA SAMIR, §.Kom,
Penata (111/<)
NIP. 19840619 200902 2 009

SRI WAHYUNI,S.STP.
Penata Muda Tk. 1 (I11/b)
NIP. 19910609 201206 2001

UPT

Tampilan E-government Sipenduduk
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Gambar 4.2 Tampilan E-government Sipenduduk

) e e T
+
&

MENU UTAMA
LAYANAN PUBLIK Search Q
o
% - 5
PPID e coviD19
PPID LAPOR SIPENDUDUK COVID-19
PEKANBARU
: 5
SIPADU KECAMATAN MPP ccrv CEKPBB
BUKIT RAYA

Sumber : Pekanbaru.go.id
Pada gambar 4.2 menjelaskan bahwa pada portal resmis e- government

Pemerintahan Pekanbaru bagian pelayanan publik ter- dapat beberapa bidang
diantaranya adalah PPID, E-lapor, Si- penduduk, Covid-19 Pekanbaru, SIPADU
Kecamatan Bukit Raya, MPP, CCTV, dan Cek PBB. Dalam portal tersebut
terdapat layanan Sipenduduk yang terkhusus pada Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru.

Gambar 4. 3 Deskripsi E-government Pelayanan Publik
Sipenduduk

STANDAR PELAVANAN O LOGIN LACAKBERKAS % UNDUMFILE [ INFO KTP-EL TERCETAK

T

“ SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU KEPENDUDUKAN
(W Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Selamat datang di

Pekanbaru&ma City I

LAYANAN LACAK BERKAS ¢
~ A { |

LAYANAN KK
PENDATANG ( PINDAH
KE KOTA PEKANBARU )

DOWNLOAD/UNDUH
BERKAS PERSYARATAN
PELAYANAN

AJUKAN PERMOHONAN ANDA DISINI
(LOGIN)

Jika sudah memiliid akun, silahian login disini

Nomar induk Kependudukan (NIK)
&

Kata d Si

PERAMOHONAN KK PENDATANG @

‘Selesatkan Perhitungan Sederhana Bertkut

o Sumber Sipenduduk.pekanbaru.go.id
Pada gambar 4.2 dan 4.3 merupakan halaman website si- penduduk yang
merupakan salah satu e-govermment pemerintahan Pekanbaru pada bagian

Pelayanan Publik dalam websitenya ter- dapat pembagian layanan informasi

diantaranya adalah pada bagian atas halaman yaitu Standar Pelayanan, Login,
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Lacak Berkas, Un- duh File, Info KTP-EL Tercetak. Pada halaman tengan terdapat
layanan berupa fitur Layanan, Lacak Berkas, Daftar Sini, Layanan KK Pendatang
(Pindah Ke Kota Pekanbaru) Download/Unduh Berkas Persyaratan Pelayanan,
Ajukan Permohonan Anda Disini (Login), Layanan Call Center. Pada halaman
bawah terdapat fitur whatsup untuk kemudahan dalam berkomunikasi.
4.5 Unit-Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai dengan
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru melaksanakan tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4.5.1 Kepala Dinas
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru
mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta Kepala Dinas

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

barang milik daerah;

4. Pengelolaan urusan ASN;
5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan,pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk,
pencatatan  sipil, pengelolaan informasi admin- istrasi
kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan  serta inovasi pelayanan admin- istrasi
kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan;

Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pemanfaatan data dan  dokumen
kependudukan;

Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi
kependudukan;

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuaidengan

tugas dan fungsinya.

4.5.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat ber- dasarkan
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ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat dipimpin oleh

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan

fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

2. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta
pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi;

3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepega- waian,
pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan per- lengkapan serta
penyusunan program;

4. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat
dinas, upacara serta keprotokolan;

5. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi
setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;

6. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban
dan keamanan kantor dan lingkungannya, ken- daraan dinas serta
perlengkapan gedung kantor;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4.5.3 Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
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melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a.

1.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pela- yanan
pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaranpenduduk;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendafataran penduduk;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (ti- ga) Seksi,
yaitu Seksi Identitas Kependudukan, Seksi Pindah Da- tang Penduduk
dan Seksi Pendataan Penduduk. Setiap Seksi mas- ing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4.5.4 Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tu- gas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan

pelayanan pencatatan sipil, mempunyai fungsi sebagai berikut :
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1. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pela-yanan

pencatatan sipil;

4, Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

S. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

6. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatansipil;

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu
Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian dan Seksi Perubahan
Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. Setiap Seksi masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

4.5.5 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, mempunyai fungsi sebagai
berikut:

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
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kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;
Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan
serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian
data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia
teknologi informasi dan komunikasi;
Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi
administrasi kependudukan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Sistem Informasi
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Administrasi Kependudukan, Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
dan Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Setiap Seksi masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan.
4.5.6 Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
dan pelaksanaan kebijkan di bidang pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi
pelayanan administrasi kependudukan, mempunyai fungsi sebagai
berikut:

1. Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

2. Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama
administrasi  kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
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4. Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;

5. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

6. Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh
Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kewenangan sebagai
Sub-koordinator Kerjasama, Sub- koordinator Pemanfaatan Data dan
Dokumen Kependudukan dan Sub-koordinator Inovasi Pelayanan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

4.6 Kelompok Jabatan Fungsional

a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat
(1) huruf b angka 3, huruf ¢ angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1
dan huruf f angka 1, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
dan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada

64



masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

¢) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta
pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.

d) ub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

e) Nomenklatur, tugas dan fungsi Sub-koordinator sebagaimana dimaksud

ayat (3) dan ayat (4) terdapat dalam lampiran

4.7 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat
dibentuk UPT. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpualan

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada layanan
kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru sudah
dilakukan cukup optimal dengan melalui portal website sipenduduk,Dimana
pelayanan secara online di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota
pekanbaru telah sejalan dengan perwako (peraturan wali kota) dengan itu
pelayanan tersebut semakin terealisasi layanan nya dengan berbagai kapasitas
yang terbatas.

Namun masih ada beberapa kendala yaitu dengan kendala jaringan yang
terbatas.peneliti dapat melihat dari beberapa akses yang masih belum di upgrade
Salah satunya adalah keterbatasan akses teknologi pada sebagian masyarakat,
terutama di daerah yang tidak memiliki koneksi internet stabil. Dan mash sering
menemui kesalahan pengisian data atau dokumen yang tidak lengkap dari
pemohon.Dinas Kependudukan Dan Pemcatatan Sipil Kota Pekanbaru selalu
memberikan panduan atau tutorial kepada masyarakat agar mereka lebih mudah
memahami cara mengajukan permohonan secara online, Karena Masih banyak
masyarakat yang belum terbiasa menggunakan pendaftaran melalui pelayanan
secara online sehingga perlu adanya arahan dari petugas dinas.. mereka lebih
memilih menggunakan cara pelayanan yang lama yaitu langsung datang ke kantor

yang bisa langsung berhadapan dengan petugasnya padahal pelayanan yang
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berbasis online membuat masyarakat lebih memilih menggunakan pelayanan atau
mengurus berkas administrasi kependudukan secara manual.

6.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan Dilapangan,Pada
Dasarnya Penelitian Ini Berjalan Dengan Baik,Namun Peneliti Ingin
Mengemukakan Beberapa Saran Yang Bermanfaat Dalam Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Eletronik Pada Layanan Kependudukan Dikota Pekanbaru
agar penerapan tersebut lebih baik untuk kedepannya.adapun saran yang penulis
ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru perlu
memberikan pemahaman kepada masyarakat mengingat teknologi informasi
berubah secara cepat maka perlu adanya upaya untuk mengikuti laju
perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan tetap terjaga terutama untuk
memastikan agar sumber daya aparatur senantiasa mempunyai kapasitas
yang memadai dalam mengontrol perkembangan teknologi mengenai
penggunaan pelayanan berbasis online tersebut serta meningkatkan lagi
sosialisasinya kepada masyarakat agar masyarakat lebih antusias untuk
mengurus berkas administrasi kependudukan menggunakan pelayanan
berbasis E- Government.Demi peningkatan terhadap pemberian infromasi
kepada masyarakat, pemerintah hendaknya data-data yang ada disitus
pemerintah Kota pekanbaru senantiasa selalu diperbarui (Update) dengan
lebih cepat agar informasinya cepat diketahui dan dipahami oleh
masyarakat.

2. Bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik sudi kiranya untuk
lebih antusias ikut serta dalam penerapan pelayanan berbasis E- Government

oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih efektif dan efisien di
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era yang sudah serba mordern ini. Karena jika penerapan pelayanan berbasis
online ini berjalan dengan efektif bukan hanya pihak Intansi yang terbantu
tetapi juga akan sangat bermanfaat dan memudahkan masyarakat baik di

waktu maupun biaya.
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Lampiran 1
Pedoman Wawancara

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
LAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Informan :

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pertanyaan :

Support

a. Adanya dukungan Kebijakan Dinas melalui layanan online

1. Sejak Kapan penerapan Layanan kependudukan dilaksanakan oleh dinas

kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru ?

2. Apakah ada pengembangan sistem yang dilakukan terhadap aplikasi

kependudukan

3. Bagaimana rencana kedepan untuk layanan kependudukan melalui aplikasi

sipenduduk?

4. Bagaimana penerimaan masyarakat dengan adanya layanan kependudukan ini ?

b. Dialokasikan Sumber Daya

1. Bagaimana sejarah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?

2. Sejak Kapan web dinas kependudukan itu diterbitkan?

c. Infrastruktur

1. Bagaimana Infrastruktur di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota



pekanbaru dalam memaknai kesiapan dan dukungan publik ?

2. Bagaimana pengalokasian surver infrastruktur SPBE Di Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru?

Capacity

a. Ketersediaan sumber daya finansial

1. Berasal darimanakah anggaran yang digunakan untuk penerapan aplikasi

sipenduduk ?

2. Bagaimana pengalokasian anggran untuk pelaksanaan penerapan aplikasi si

penduduk ?

b. Ketersediaan Perangkat teknologi Informasi

1. Bagaimana ketersediaan teknologi informasi dalam aplikasi sipenduduk dapat

meningkatkan data dalam kependudukan ?

2. Bagaimana Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elteronik pada

layanan kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru

?

3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memastikan ketersediaan teknologi

informasi untuk mendukung aplikasi si penduduk tersebut ?

Value (Nilai)

a.. Memberikan Manfaat Yang Signifikan Kepada Masyarakat

1. Apakah dengan adanya aplikasi sipenduduk ini dapat memberikan manfaat kepada

Masyarakat?



2. Bagaimana Tingkat efektivitas sebelum dan sesudah adanya layanan sipenduduk

melalui online ?

3. Seberapa jauh layanan kependudukan online menjadi prioritas untuk diterapkan ?

b. Memberikan nilai pengembangan infrastruktur,kepemimpinan

1. Bagaimana aplikasi sipenduduk dapat berkontribusi terhadap Pembangunan

infrastruktur di kota pekanbaru ?

2. Bagaimana aplikasi sipenduduk dapat mendukung efektivitas kepemimpinan dalam

mengelola data kependudukan ?

c. Nilai Manfaat Yang Diperoleh Dari Berbagai pihak

1. Bagaimana layanan kependudukan ini telah meningkatkan efisiensi administratif di

tingkat pemerintah lokal/nasional?

2. Apa saja dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam menggunakan

layanan kependudukan ini?

Pertanyaan untuk masyarakat

. “Apakah bapak/ibu mengetahui pelayanan berbasis online yang
diterapkan oleh Disdukcapil?
. “Apakah bapak/ibu sudah pernah menggunakan pelayanan tersebut?

. ‘Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pelayanan tersebut?

. .Apakah ada kendala saat bapak/ibu mengurus dokumen administrasi
melalui pelayanan yang berbasis online?
Bagaimana sikap petugas ketika bapak/ibu hendak mengurus berkas
tetapi bapak/ibu belum paham atau tidak paham saat menggunakan
pelayanan berbasis online?

. Apakah pelayanan yang berbasis online ini memudahkan bapak/ibu

dalam mengurus dokumen?



Apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh badak/ibu masyarakat

terkait pelayanan online yang diterapkan oleh Disdukcapil?
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dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Tembusan
Yth: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

2. Yang Bersangkutan.
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— Perihal

~ Tembusan :

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
axr Loisl Jlg aunl=is] | ggledl auds

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

. . e e e
JLHR. Soebrantas No. $5 K= 1§ Tuahmadan: Temman - Peicanbors 28283 PO Box 1490 Telp. (751-562051
Fax 0761-562052 Web. mww.uin-susis 3¢ id E-mail - fekoesosSum-sasica ac id

: B-3665/Un.04/F.VILI/PP.00.9/062024  Pekanbaru. 03 Juni 2024 M
: Biasa 26 Zulgaidah 1445 H

: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Rony Jaya, S.Sos, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan [imu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu‘alaikum Wr. Wb,
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Prawita Sari

NIM : 12070522316

Jurusan : Administrasi Negara

Semester : VIII (Delapan)
adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sesial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk
menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:
"INMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA PEKANBARU".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam
menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

%% DrKefaruddin, S.Sos, M. Si
‘\-f;;;;':‘._‘-?\_']_[f}?ISV?QUIOI 200710 1 003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
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Hal

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463

Website : https://disdukcapil. pekanbaru.go.id Email : disdukcapilkotapekanbaru@gmail.com

PEKANBARU - 28121
e ——

Pekanbaru, 14 Agustus 2024

Kepada
- B.400.10.5/Dukcapil-Sekre/; /2024 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
: Biasa limu Sosial Uin Suska Riau
: Keterangan Riset Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
BL.04.00/Kesbangpol/1841/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal: Pelaksanaan
Kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan
Skripsi, bersama ini kami sampaikan :

Nama : PRAWITA SARI

Nim 112070522316

Jurusan . ADMINISTRASI NEGARA

Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA

Bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian Riset pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dalam rangka
pengumpulan data/ Informasi guna penyelesaian Riset yang bersangkutan
dengan judul:
“PENERAPAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELETRONIK DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKANBARU
Sekretaris
u.b
Kasub

um dan Kepegawaian
LY

" DEDY THEIRTA, A.md
Penata Muda Tk | (llI/b)
NIP. 198304092010011021
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